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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Keabsahan metode circular resolution dalam pengambilan keputusan 
dilihat dari segi prosedur. UU Perseroan Terbatas tidak mengatur 
secara rinci mengenai prosedur yang harus dilaksanakan dalam 
pengambilan keputusan dengan metode circular resolution. 
Pengambilan keputusan secara circular resolution dapat dikatakan sah 
apabila memenuhi syarat yakni persetujuan secara tertulis oleh seluruh 
pemegang saham dengan menandatangani hasil keputusan, dan 
apabila ada salah satu pemegang saham yang tidak setuju maka 
keputusan tersebut  tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. 
Pengambilan keputusan dengan circular resolution tetaplah sah dan 
memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pengambilan keputusan 
dalam RUPS secara konvensional. Persetujuan pemegang saham 
secara bulat merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam 
pengambilan keputusan secara circular resolution, berbeda dengan 
pengambilan keputusan dalam RUPS konvensional yang harus 
memenuhi syarat pemanggilan dan kuorum.  
2. Penerapan circular resolution hanya dapat diterapkan pada perseroan 
tertutup sebab kepemilikan saham hanya terbatas pada pihak-pihak 
tertentu yang saling mengenal, atau banyak juga yang berupa 
perseroan keluarga. Perseroan terbuka tidak dapat mengambil 
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keputusannya melalui RUPS dengan circular resolution sebab 
pemegang saham perseroan juga termasuk masyarakat yang 
jumlahnya banyak, selain itu banyak pula pemegang saham yang 
keluar masuk dalam perseroan tersebut. Pengambilan keputusan di 
luar RUPS (circular resolution) dilaksanakan dengan mengedarkan 
usul tertulis kepada seluruh pemegang saham, maka tidak 
memungkinkan metode ini untuk diterapkan pada perseroan terbuka. 
B. Saran 
 Sebaiknya ada peraturan yang lebih jelas mengenai pengambilan 
suatu keputusan dalam perseroan dengan metode circular resolution. UU 
Perseroan Terbatas yang baru telah memberikan metode lain dalam 
pengambilan keputusan, yang sebelumnya belum dikenal maka dari itu 
sebaiknya juga memberikan pengaturan mengenai tata cara pengambilan 
keputusan di luar RUPS (circular resolution), jangka waktu pengedaran 
keputusan, dan hal-hal tertentu saja/ mata acara rapat tertentu yang dapat 
diputuskan dengan circular resolution guna memberi perlindungan hukum 
bagi perseroan maupun organ perseroan. Sebaiknya sebagai pemegang 
saham suatu perseroan juga tidak memanfaatkan penggunaan circular 
resolution untuk mengelabui pemegang saham lain yang tidak sependapat 
dengan hasil keputusan.  
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